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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Trandliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Trandliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam tranditerasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf
dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
-
. Ta T Te
o
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
) Kha Kh kadan ha
C
5 Da D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
)




3 Zai Z zet

o Sin S es

P Syin Sy esdanye
” Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ an i komaterbalik (di atas)

. Gan G ge

C

é Qaf Q Ki

s Kaf K ka

J Lam L e

. Mim M em

R Nun N en

5 Wau W we

A Ha H ha

. Hamzah ‘ apostrof

&< Ya Y ye

B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Voka tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, trandliterasinya sebagai berikut:

Tabe 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
_ Kasrah I [
> Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang |lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabd Tranditerasi Voka Rangkap

Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

T

Fathah dan ya

Ai

adanu

G b

Fathah dan wau

Au

adanu

Contoh:

1
\ \ \ . \
. v e \
: o o N 3\
\ \

_d}_,_

C. Maddah

kataba

faaa

suila

kaifa

haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabdl 0.4; Tabea Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Jb gala
- 6‘) rama
- Ja grla
- Jyu yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah'mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

_ JUbYias3,  raudah a-atfaliraudahtul atfal

A, _-80 SR.0 o0

- §ed) 4l @-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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_ il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J5  nazzda
- W d-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditrandliterasikan
dengan sesual dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrgulu
- V'L"J‘ al-galamu
- :,MMJ\ asy-syamsu

L a-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- J4=U  ta’khuzu
- x> Syai’un
- ;;5\ an-nau’u

- 0l inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiep kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka _penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- g@\jﬂ g b Sg 3 Wa innallaha fahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bles gl i&\ et Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
tranditerasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana



nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

-

- quw‘ u) w ad Alhamdu lillahi rabbi al-*alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- V"'JM J@J* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang |engkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Rj ik dil Allaahu gafarun rahim

- \:m* JYRNR Lillahil umuru jamt*an/Lillahil-amru jami“an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trandliteras ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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Artinya:

“Kau terlahir dari rahim ibu mu.dengan keadaan menangis,
Sementara orang orang di- sekelilingimu tertawa Bahagia.
Maka berbuat!ah untuk mu agar ketikamereka bersedih,

di hari kematian mu kau lah yang tertawa bahagia”

(KH. Abdurrahman Wehid, mengutip dari Kitab Durusu Syekh A’id Al Qarni Jilid

ke 6 Halaman 109)
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ABSTRAK
Ferry Thoriqul Falah, NIM 10122089, "K etidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah
atau Pembantu Pegawa Pencatat Nikah dalam Pelaksanaan Akad Nikah di
Kecamatan Buaran (Analisis Kepastian Hukum terhadap Implementasi PMA No.
30 Tahun 2024)." Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga I slam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekal ongan. 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri
Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mewajibkan akad nikah dilaksanakan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat akad. Namun,
dalam praktik di Kecamatan Buaran, ditemukan pelaksanaan akad nikah tanpa
kehadiran PPN maupun Pembantu PPN, melainkan diwakilkan kepadamodin desa.
Kesenjangan antara norma dan praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pelaksanaan - teknis ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam
pelaksanaan akad nikah-di Kecamatan Buaran, serta menganalisis implikasinya
terhadap kepastian hukum berdasarkan teori kepastian hukum yang nyata (real
legal certainty) Jan Michiel Otto. Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara
teoretis bagi pengembangan kajian hukum perkawinan, maupun secara praktis bagi
KUA Kecamatan Buaran, masyarakat, dan mahasiswa.

Penelitian inl merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancaradengan KepaaKUA
Kecamatan Buaran dan Modin Desa Simbang Wetan, serta observas langsung
terhadap pelaksanaan akad nikah, sedangkan data sekunder bersumber dari
peraturan perundang-undangan dan literatur hukum perkawinan. Analisis data
dilakukan dengan mode interaktif Miles dan Huberman melaui tahap
pengumpulan data, reduksi-data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasi| penelitian menunjukkan, pertama, ketidakhadiran PPN terjadi melalui
mekanisme ‘pendelegasian terstruktur . kepada modin, didorong oleh
kesalahpahaman masyarakat ' mengenai biaya nikah luar kantor sebesar
Rp600.000,00 sebagal hak untuk menentukan sendiri waktu dan tempat
pel aksanaan akad nikah, kebiasaan adat yang memusatkan pel aksanaan akad nikah
pada pagi hari, lonjakan pernikahan musiman, serta keterbatasan jumlah PPN yang
diperparah oleh ambiguitas regulasi perhitungan kebutuhan PPN antara PMA
Nomor 11 Tahun 2020 dan KMA Nomor 748 Tahun 2025. Kedua, berdasarkan lima
unsur kumulatif kepastian hukum Otto, tiga unsur pertama (kejelasan aturan,
konsistensi penerapan instans, dan persetujuan masyarakat) tidak terpenuhi,
sehingga implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di Kecamatan Buaran belum
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pegawai Pencatat Nikah, akad nikah, real legal
certainty

XV



ABSTRACT

Ferry Thoriqul Falah. NIM 10122089. The Absence of Marriage Registrars or
Assistant Marriage Registrars in the Implementation of Marriage Contracts in
Buaran Sub-District (A Legal Certainty Analysis of the Implementation of
Ministerial Regulation No. 30 of 2024).” Undergraduate Thesis. ISlamic Family
Law Sudy Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri KH.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2026.

This research is motivated by Article 17 paragraph (1) of Minister of
Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024, which requires that marriage
contracts (akad nikah) be conducted in the presence of a Marriage Registrar
Officer (PPN) whose jurisdiction covers the location of the contract. However, in
practice in Buaran Subdistrict, marriage contracts were found to be carried out
without the presence of either the PPN or the Assistant PPN, with the role instead
delegated to village religious officials (modin). This gap between the norm and
actual practice hasthe potential to create legal uncertainty for the parties entering
into marriage. This research aimsto analyze the technical implementation of PPN
or Assistant PPN absence in the conduct of marriage contracts in Buaran
Subdistrict, as well as to analyze its implications for legal certainty based on Jan
Michiel Otto's theory of real legal certainty. This research is expected to provide
both theoretical benefits for the devel opment of marriage law studies, and practical
benefits for the KUA of Buaran Subdistrict, the community, and students.

This research is an empirical juridical study using a descriptive qualitative
approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of KUA
Buaran Subdistrict and the Modin of Smbang Wetan Village, as well as direct
observation of the implementation of marriage contracts, while secondary data
were sourced from statutory regul ations and marriage law literature. Data analysis
was conducted using the Miles and Huber man interactive mode!, through the stages
of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the research show, first, that the absence of the PPN occurs
through a structured delegation mechanism to the modin, driven by public
misunder standing regarding the Rp600,000.00 fee for out-of-office marriages as a
right to independently determine the time and place of the marriage contract,
customary habits centering the implementation of marriage contracts in the
morning, seasonal spikes in marriages, and the limited number of PPN officers,
which is further exacerbated by regulatory ambiguity regarding the calculation of
PPN staffing needs between Minister of Religious Affairs Regulation Number 11 of
2020 and Minister of Religious Affairs Decree Number 748 of 2025. Second, based
on Otto's five cumul ative elements of legal certainty, thefirst three elements (clarity
of rules, consistency of institutional application, and public acceptance) are not
fulfilled, meaning that the implementation of Minister of Religious Affairs
Regulation Number 30 of 2024 in Buaran Subdistrict has not yet provided legal
certainty for the community.

Keywords: Legal Certainty, Marriage Registrar, Marriage Contract, Real Legal
Certainty
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Pernikahan merupakan syariat Islam yang agung, karena melalui
pernikahan berlangsung proses regeneras peradaban manusia. Selain itu,
pernikahan jugamenjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang dibenarkan
dalam garan agama. Unsur ibadah yang melekat dalam syariat pernikahan
menuntut agar pelaksanaannya senantiasa disertai niat untuk mewujudkan
kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

Pernikahan juga merupakan institusi hukum yang memiliki konsekuensi
yuridis yang luas dalam sistem hukum Indonesia, karena melalui pernikahan
lahir hubungan hukum antara suami dan istri- yang berdampak pada status
personal, hak dan kewagjiban para pihak, kedudukan anak, serta aspek harta
kekayaan. Oleh sebab itu, negara berkepentingan untuk mengatur pelaksanaan
perkawinan guna menjamin tertib hukum dan memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat.

Daam sistem hukum nasional, perkawinan diatur dalam Undang-Undang
Nomor_1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.? Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan
sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen hukum yang berfungs
memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap status
perkawinan seseorang di hadapan negara.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pencatatan pernikahan bagi umat 1slam
diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pencatatan Pernikahan. Dalam Pasal 17 ayat (1) ditegaskan bahwa akad nikah
harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi

1 Ali Muhtarom, Fikih Munakahat (Pemalang: Muntaha Noor Intitute, t.t.), bagian sampul
belakang.
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).



tempat berlangsungnya akad.® K etentuan tersebut menegaskan bahwa kehadiran
PPN bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari
mekanisme pengawasan negara untuk menjamin tertib pel aksanaan perkawinan.

Selain PPN, regulas juga mengatur keberadaan Pembantu Pegawal
Pencatat Nikah (PPPN) yang dapat membantu pelaksanaan tugas pencatatan
nikah dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PMA Nomor
30 Tahun 2024.* K eberadaan PPN maupun PPPN menjadi elemen penting dalam
sistem pencatatan perkawinan karena dari proses tersebut lahir akta nikah
sebagal alat bukti autentik yangimemiliki kekuatan hukum sempurna

Namun dalam praktik pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekal ongan, masi h ditemukan akad nikah yang tecatat di KUA tetapi,
dilaksanakan tanpa kehadiran langsung PPN maupun PPPN pada saat proses
ijab kabul berlangsung. Dalam beberapa kasus, pencatatan pernikahan tidak
dilakukan oleh PPN atau PPPN, melainkan oleh modin desa setempat. Kondis
ini menunjukkan adanya keti daksesuaian antara ketentuan normatif dalam PMA
Nomor 30 Tahun 2024 dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang nyata (real legal certainty)
sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum tidak boleh
dipahami secara semata-mata normatif dan formal, melainkan harus dilihat dari
kemungkinan faktual bahwa hukum benar-benar dapat diandal kan oleh individu
dalam situasi konkret.> Apabila ketentuan mengenai kewajiban kehadiran PPN
dalam pel aksanaan akad nikah tidak dilaksanakan sebaga mana diatur, maka hal
tersebut berpotens menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan tertib
administrasi pencatatan perkawinan, serta membuka ruang terjadinya sengketa
hukum di kemudian hari.

Fenomena ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah
tidak hanya merupakan persoalan teknis administratif, tetapi juga menyangkut

3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 17
ayat (1).

4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 18.

5 Jan Michiel Otto, "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang" dalam Adriaan
W. Bedner, dkk. (eds.), Kgjian Socio-Legal (Pustaka Larasan, 2012), him. 123.



integritas sistem hukum dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum
bagi masyarakat. Apabila norma hukum yang telah ditetapkan tidak dijalankan
secarakonsisten, makafungs hukum sebagai sarana menciptakan keterti ban dan
kepastian menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai
ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan
Buaran menjadi penting untuk menganalisis sgjaun mana implementasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 telah memberikan kepastian
hukum sebagaimana yang diharapkan dalam sistem hukum nasional.
. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat perbedaan antara

ketentuan hukum yang mewajibkan kehadiran Pegawal Pencatat Nikah dalam
pelaksanaan akad nikah dengan praktik yang terjadi di Kecamatan Buaran, di
mana sebagian akad nikah dilaksanakan tanpa kehadiran PPN atau PPPN.
Kondis tersebut menimbulkan persoadlan mengena pelaksanaan teknis
pencatatan nikah serta implikas hukumnya berdasarkan Peraturan Menteri
Agama Nomor 30 Tahun 2024. Perbedaan antara norma hukum yang berlaku
dengan praktik di lapangan berpotenss menimbulkan ketidakpastian hukum,
khususnya terkait keabsahan administratif dan perlindungan hukum bagi para
pihak. Oleh karenaitu, diperiukan kajian |ebih lanjut untuk menganalisis praktik
tersebut dal am perspektii teori kepastian hukum yang nyata (real legal certainty)
Jan Michiel Otto guna menilai sgjauh mana hukum positif telah memberikan
kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran.
Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan teknis ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam

pel aksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran?
2. Bagaimana implikasi kepastian hukum terhadap ketidakhadiran PPN atau

PPPN dalam pel aksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran berdasarkan PM A

Nomor 30 Tahun 20247



C. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan teknis ketidakhadiran PPN atau PPPN
dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran.

2. Untuk menganalisis kepastian hukum atas ketidakhadiran PPN atau PPPN
daam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran berdasarkan teori
kepastian hukum yang nyata (real legal certainty) Jan Michiel Otto.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis
maupun praktis, sebagal berikut:

1. Kegunaan Teor etis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan khazanah kellmuan di bidang hukum perkawinan, khususnya
yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian
ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai
implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dalam
perspekitif teori kepastian hukum yang nyata (real legal certainty) Jan Michiel

Otto, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas

hubungan antara hukum positif dan praktik pelaksanaan perkawinan di

Indonesia.

2. Kegunaan Praktis
a. Bagi KUA Kecamatan Buaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan evaluas daam meningkatkan efektivitas dan
profesionalitas pel aksanaan tugas PPN dan PPPN di |apangan.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharagpkan mampu memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kehadiran resmi PPN atau
PPPN dalam akad nikah demi keabsahan pencatatan pernikahan.

c. Bagi mahasiswa, penelitianini dapat menambah wawasan dan pengalaman
empiris dalam memahami penergpan hukum perkawinan Islam di
masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan akad nikah di luar KUA.



E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoretik merupakan landasan ilmiah yang digunakan pendliti
untuk menentukan arah dan sudut pandang dalam menganalisis permasalahan
penelitian, sehingga pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga
analitis dan sistematis.® Dalam penelitian ini, kerangkateoretik digunakan untuk
mengkaji kedudukan dan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu
Pegawal Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dengan
menggunakan teori kepastian hukum yang nyata (real legal certainty) Jan
Michiel Otto sebagal pisauanalisis. Mealui kerangkatersebut, hubungan antara
norma hukum positif-dan praktik pelaksanaan akad nikah di lapangan dapat
dianalisis untuk menilai sgjauh mana pelaksanaan tersebut telah memberikan
kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.
1. Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto
Teori kepastian hukum yang nyata (real legal certainty) dikembangkan
oleh Jan Michiel Otto sebagai kritik terhadap pemahaman kepastian hukum
yang semata-meta bersifat normatif dan forma. Pendekatan normatif
konvensional, seperti yang dikemukakan dalam teori-teori_kepastian hukum
klasik, umumnya menekankan bahwa kepastitan hukum cukup terwujud
apabila tersedia peraturan tertulis yang j€ as dan diterapkan secara konsisten
oleh aparat penegak hukum. Otto justru mengkritis pandangan tersebut,
sebab keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sistematis
tidak secara otomatis melahirkan kepastian hukum dalam kehidupan nyata
masyarakat. Banyak negara berkembang memiliki perangkat hukum yang
lengkap dan modern di atas kertas, tetapi tidak berfungsi secara efektif dalam
praktik sehari-hari.’
Atas dasar itu, Otto membedakan secara tegas antara kepastian hukum

yuridis dan kepastian hukum yang nyata. Kepastian hukum yuridis hanya

6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D (Bandung: Alfabeta, 2018),
him. 60.

7 Jan Michiel Otto, "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang" dalam Adriaan
W. Bedner, dkk. (eds.), Kgjian Socio-Legal (Pustaka Larasan, 2012), him. 119-120.



merujuk pada kejelasan norma dan konsistensi logis sistem peraturan, namun
sering berhenti pada tataran teoretis semata. Kepastian hukum yang nyata
melangkah lebih jauh, yakni sgjauh mana aturan tersebut benar-benar
diterapkan secara konsisten oleh aparat pelaksana serta dipatuhi dan
diandalkan oleh masyarakat dalam situasi konkret.2 Pendekatan inilah yang
menjadikan teori Otto lebih relevan digunakan dalam penelitian ini
dibandingkan teori kepastian hukum yang bersifat normatif-filosofis, karena
penelitian ini tidak semata-mata menyoroti kejelasan teks PMA Nomor 30
Tahun 2024, melainkan justru berfokus pada kesenjangan antara norma
tersebut dengan praktik pelaksanaan akad nikah yang terjadi di lapangan.

Teori kepastian hukum Jan Michiel Otto digunakan dalam pendlitian ini
sebagal landasan untuk menilai pelaksanaan ketentuan hukum positif
mengenai ketidakhadiran Pegawal Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu
Pegawal Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan
Buaran. Pendekatan ini dipandang relevan karena penelitian ini tidak hanya
menyoroti kejelasan normadalam Peraturan M enteri AgamaNomor 30 Tahun
2024, tetapi juga mengkaji sgauh mana norma tersebut benar-benar
ditergpkan secara konsisten ol eh aparat pel aksana serta diterima dan dipatuhi
oleh masyarakat di lapangan. Dengan demikian, kerangkateoretik ini menjadi
dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni mengenal
pelaksanaan teknis ketidakhadiran PPN atau PPPN di Kecamatan Buaran
serta kepastian hukumnya berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024.
. Ketentuan Pencatatan Pernikahan Dalam Regulas Perundang-
undangan

Daam sistem hukum nasional, perkawinan dipandang tidak hanya
sebagal peristiwa keagamaan, tetapi juga sebagal peristiwa hukum yang
menimbulkan akibat yuridis bagi para pihak yang melaksanakannya. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin

8 Otto, "Kepastian Hukum yang Nyata', him. 121.



antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan K etuhanan Yang Maha Esa.® K etentuan
tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dalam hukum positif
mensyaratkan terpenuhinya unsur agama dan unsur legalitas negara.

Prinsip keabsahan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-
masing dan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.® Pencatatan
nikah berfungs sebagal sarana tertib administrasi sekaligus memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi. suami, istri, dan anak, sehingga
hukum agama danhukum negara berjalan secara selaras dalam mengatur
perkawinan.

Pengaturan teknis pencatatan perkawinan bagi umat |slam selanjutnya
diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pencatatan Pernikahan.'' Regulasi ini menegaskan kewajiban kehadiran
Pegawal Pencatet Nikah (PPN) dalam pelaksanaan akad nikah sebagai
representasi negara untuk memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan sesuai
ketentuan syariat Islam dan tercatat secara resmi. Dalam kondisi tertentu,
tugas Pegawal Pencatat Nikah (PPN) dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah (PPPN) berdasarkan penugasan resmi sebagaimana diatur
dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat |slam Nomor 412
Tahun 2022.

F. Penelitian Yang Relevan
Pertama, pendlitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Hasan
Syafe‘i (2018) berjudul “Perkawinan yang Dicatatkan Tidak Dilakukan oleh
Petugas Pencatat Nikah” di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.?
Penelitian tersebut mengkaji praktik perkawinan yang dilaksanakan tanpa

9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).
11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pencatatan Pernikahan.
2 Muhammad Hasan Syafe‘i, Perkawinan yang Dicatatkan Tidak Dilakukan oleh Petugas
Pencatat Nikah (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018)



keterlibatan langsung petugas pencatat nikah yang berwenang serta implikas
hukumnya terhadap keabsahan dan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pelaksanaan akad nikah dengan
prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berpotensi
menimbulkan persoalan dalam aspek administrasi dan legalitas perkawinan.
Penelitian Syafe‘i lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan dan prosedur
pencatatan secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji
ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran dengan
menggunakan analisis kepastian hukum terhadap implementas Peraturan
Menteri Agama Nomer 30 Tahun 2024.

Kedua, penelitian skripsi olen Mamiroh™(2020) berjudul “Pelaksanaan
PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA
Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap).” ** Penelitian ini menelash
bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
dalan pelaksanaan pencatatan pernikahan di dua Kantor Urusan Agama,
termasuk kendala administratif yang dihadapi oleh petugas dalam pendaftaran
kehendak nikah dan pencatatan data pernikahan sesual prosedur yang ditetapkan.
Hasil pendlitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah diatur dalam
PMA, pelaksanaannya di |apangan masih menemui berbagai hambatan, seperti
kurangnya kedisiplinan masyarakat dan persoalan kelengkapan administrasi,
sehingga berdampak pada efektivitas pencatatan nikah secara keseluruhan.
Penelitian Mamiroh berfokus pada pel aksanaan PM A Nomor 20 Tahun 2019 dari
aspek administratif dan efektivitas pelaksanaan, sedangkan penelitian ini secara
khusus menelaah ketidakhadiran Pegawal Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan
Buaran serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum berdasarkan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai regulasi terbaru.

13 Mamiroh, Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi
Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap), Skripsi, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.



Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan olen Mubassir Ahmad (2021)
berjudul “Pencatatan Nikah oleh Non Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kasus
Tanpa Pengawasan Langsung PPN)” di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.**
Penelitian tersebut mengkaji praktik pencatatan nikah yang dilakukan tanpa
pengawasan langsung Pegawai Pencatat Nikah (PPN), serta implikasinya
terhadap tertib administras dan keabsahan pencatatan perkawinan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pel aksanaan pencatatan nikah tanpa keterlibatan
langsung pejabat yang berwenang berpotensi menimbulkan persoalan dalam
aspek legalitas administratif serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian Mubassir Ahmad
lebih berfokus pada studi kasus praktik pencataian oleh pihak non-PPN dan
aspek proseduralnya, sedangkan penelitian inr secara spesifik menganalisis
ketidakhadiran Pegawal Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran dengan
menggunakan analisis kepastian hukum terhadap implementasi Peraturan
Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

Keempat, penelitian dalam bentuk artikel prosiding oleh Abdul Hakim
yang berjudul ““Legal Implementation in Article 46 Regulation of the Minister of
Religious Affairs Number 30 of 2024 yang dipublikasikan dalam prosiding
konferensi dit UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.™> Penelitian tersebut
mengkaji implementas salah setu ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 30 Tahun 2024, khususnya terkait pelaksanaan teknis dan kepatuhan
terhadap regulasi pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi norma dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 masih menghadapi
tantangan dalam aspek kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Penelitian dalam prosiding tersebut lebih berfokus pada analisis normatif
terhadap implementasi salah satu pasal dalam regulasi, sedangkan penelitian ini

14 Mubassir Ahmad, Pencatatan Nikah oleh Non Pegawai Pencatat Nikah (Studi K asus Tanpa
Pengawasan Langsung PPN) (Skripsi/DiplomaThesis, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2021).

15 Abdul Hakim, Legal Implementation in Article 46 Regulation of the Minister of Religious
AffairsNumber 30 of 2024, dalam Proceedingsof ICIS, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2026
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secara spesifik menelaah ketidakhadiran Pegawa Pencatat Nikah (PPN) atau
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN)dalam pelaksanaan akad nikah di
Kecamatan Buaran dengan menggunakan analisis kepastian hukum terhadap
implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024.

Kelima, penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Imron Rosyadi
dan Aisyah Kahar (2023) berjudul ““Analysis of Legal Certainty Aspects in
Indonesian Marriage Registration Rule” yang dipublikasikan dalam Jurnal
Hukum dan Peradilan.® Pendlitian ini menganalisis aspek kepastian hukum
dalam aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dengan menelaah berbagai
ketentuan hukum dan permasalahan administrasi yang dihadapi dalam praktik
pencatatan nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan
pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait,
masih terdapat kendala dalam penerapannya yang berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah dan dokumen administratif
yang dihasilkan. Penelitian Rosyadi dan Kahar berfokus pada analisis kepastian
hukum atas ketentuan umum pencatatan perkawinan secara nasional, sedangkan
penelitian ini secara khusus menelaah implikas ketidakhadiran Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam
pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran berdasarkan analisis kepastian
hukum terhadap implementasi Peraturan Menteri AgamaNomor 30 Tahun 2024.

Berdasarkan uralan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan
bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji ketidakhadiran
Pegawal Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN)
daam pelaksanaan akad nikah dengan fokus wilayah tertentu serta
menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai dasar
analisis dalam perspektif kepastian hukum yang nyata (real legal certainty) Jan
Michiel Otto. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada
aspek normatif umum, administratif, maupun konseptual mengenai pencatatan

perkawinan tanpa mengkaji secaramendalam implikasi ketidakhadiran Pegawai

16 Imron Rosyadi & Aisyah Kahar, “Analysis of Legal Certainty Aspects in Indonesian
Marriage Registration Rule,” Jurnal Hukum dan Peradilan 12, no. 3 (2023): 469-488
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Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) terhadap
jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu,
penelitian ini memiliki kebaruan (Novelty) karena secara normatif mengkaji
praktik ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran
serta mengandlisis implikasinya terhadap kepastian hukum dan tertib
administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan implementasi Peraturan
Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.
G.Metode Penélitian
Metode penelitian ~merupakan cara. ilmiah yang digunakan untuk
memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna
menj awab rumusan masal ah yang tel ah ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode
disusun secara sistematis agar pembahasan dapat berjalan secara terarah dan
hasi| penelitian mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan
kgian hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan
kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah serta implementasi Peraturan
Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024..
1. Jenis Penelitian
Jenis pendlitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang
berlaku serta menelagh penerapannya dalam praktik di lapangan guna
menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan sosial
yang terjadi.!’ Penelitian yuridis empiris tidak hanya berfokus pada kajian
peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga melibatkan data
lapangan sebagai bahan analisis untuk memahami bagaimana norma hukum
tersebut benar-benar diimplementasikan oleh masyarakat dan aparat
pel aksana.
Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis
ketentuan mengenai kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986), him. 51.
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Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah berdasarkan
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, tetapi juga menelaah
praktik pelaksanaannya secara langsung di Kecamatan Buaran melalui
observas dan wawancara, kemudian dikaji melalui perspektif teori kepastian
hukum sebagai landasan teoritis.
. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu
pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan
suatu fenomena secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh, baik
melalui studi kepustakaan maupun dokumen yang relevan.’® Pendekatan
kualitatif deskriptif tidak berorientasi pada pengukuran angka, melainkan
pada pemaknaan terhadap suatu peristiva atau ketentuan hukum secara
mendalam dan komprehensif.°

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk
menganalisis ketentuan mengena kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad
nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 serta
menelaah implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik pencatatan
perkawinan.
. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian inl dilaksanakan di 'Kecamatan Buaran Kabupaten
Pekalongan, dengan lokas utama di Kantor Urusan Agama (KUA)
K ecamatan Buaran. Adapun waktu pel aksanaan penelitian direncanakan pada
bulan November 2025 hingga Mei 2026, disesuaikan dengan jadwal kegiatan
akademik dan kesigpan responden di lapangan

Pemilihan lokas ini didasarkan pada ditemukannya fenomena awal
berupa praktik pelaksanaan akad nikah tanpa kehadiran PPN atau PPPN yang
diwakilkan kepada modin desa, sehingga menjadikan lokasi ini relevan dan

18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018),

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2019), 9.
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representatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma dan praktik dalam

pencatatan perkawinan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan

pada bulan November 2025 hingga Juli 2026, disesuaikan dengan jadwal
kegiatan akademik dan kesiapan responden di lapangan.
4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas duajenis:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama melalui wawancara dan observasi di lapangan. %° Data ini
digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengena praktik
pel aksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran. Dalam penelitian ini, data
primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam
pel aksanaan‘@kad nikah, yaitu H. Taufig, S.Ag., M.H. selaku Kepaa KUA
Kecamatan Buaran dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) resmi, M. Isro’ dan
Abdul Malik selaku modin dan tokoh masyarakat, serta Masyarakat yang
dianggap memahami pel aksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
yang berfungsi sebagai pendukung dan penguat analisis penelitian. * Data
sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi_dua, yaitu bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum
yang bersifat mengikat dan menjadi dasar normatif dalam penelitianini,
yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagal berikut:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimanatel ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

2 sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D, Bandung: Alfabeta, 2018,
him. 225.
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2014), 12.
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d) Peraturan Menteri AgamaNomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan
Pernikahan;

€) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu;

f) Keputusan Menteri AgamaNomor 748 Tahun 2025 tentang Tipologi
Kantor Urusan Agama;

g) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 1slam Nomor
412 Tahun 2022 tentang Pembantu Pegawal Pencatat Nikah;

h) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 1slam Nomor
461 Tahun 2020 tentang Penetapan Komposisi Jabatan Fungsional
Penghul u.

2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan bahan
hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,
berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penélitian terdahulu di bidang
hukum.?? dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan
antaralain:

a) Al-Ghazali, Abu Hamid, ““Al-Mustashfamin 'llm al-Ushul’” (Beirut:
Dar a-Kutub al-1lmiyyah, 1993);

p) Al-Zuhaili, Wahbah, “Al-Figh.al-Islami wa Adillatuh” (Damaskus:
Dar a-Fikr, 1984);

c) Hakim, Abdul, Legal Implementation in Article 46 Regulation of the
Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024,"dalam Proceedings
of ICIS, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026;

d) Hakim, Lukmanul, "Peran Modin dalam Proses Pencatatan
Perkawinan di KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep,”
Igtishaduna: Jurnal llmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari‘ah,
2025;

€) lzzatunnisa, Auliana, "Peran Modin dalam Pemeriksaan Dokumen
Perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan

22 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2014), 12.
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Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019," Skripsi, UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2024;

f) Mahfud MD, Moh, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta
RajaGrafindo Persada, 2011);

g) Mamiroh, "Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan
Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidarga dan KUA Kedungrga
Kabupaten Cilacap),” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020;

h) Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia
(Yogyakarta: Liberty, 2006);

1) Mubassir Ahmad, "Pencatatan Nikah oleh Non Pegawa Pencatat
Nikah (Studi Kasus Tanpa Pengawasan Langsung PPN)," Skrips,
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2021;

j) Muhtarom, Ali, Fikih Munakahat (Pemalang: Muntaha Noor
Institute, 2020);

k) Otto, Jan Michiel, "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara
Berkembang," dalam Adriaan W. Bedner, dkk. (eds.), Kgian Socio-
Legal (Pustaka Larasan, 2012);

|). Puspaningrum, Rahayu, "Peran Modin dalam Proses Pernikahan,"
Skripsi, TAIN Salatiga, 2018;

m) Puspitasari, Shafira Ayu, "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto
Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch,” Skripsi, UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024;

n) Rofig, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2015);

0) Rosyadi, Imron dan Aisyah Kahar, Analysis of Legal Certainty
Aspects in Indonesian Marriage Registration Rule,"Jurnal Hukum
dan Peradilan 12, no. 3 (2023): 469-488;

p) Syafe'i, Muhammad Hasan, "Perkawinan yang Dicatatkan Tidak
Dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah," Skripsi, UIN Walisongo
Semarang, 2018;
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g) Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2006).
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancaramerupakan teknik pengumpulan data dengan caratanyajawab
secaralangsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informas
yang mendalam terkait permasalahan penelitian.?® Dalam pendlitian ini,
wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman
wawancara semi-terstrukiur kepada tiga belas informan, yang terdiri atas
unsur Penghulu/PPNyModin Desa, dan masyarakat, sebagal berikut:

1) H. Taufig, S.Ag., M.H. selaku Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan

Buaran;

2) M. Isro! selaku Modin/Kaur Kesra Desa Simbang Wetan;
3) Abdul Malik selaku Modin/Kaur Kesra Desa Pakumbulan;
4) Riyanto selaku Masyarakat Desa Simbang Wetan;

5) Abdul Mufid selaku Masyarakat Desa Simbang Wetan;

6) Retno selaku Masyarakat Desa Simbang \Wetan;

7). Ahmad Mutakim selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;

8) Wahyudin selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;

9) M. Dzikron selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
10) Saefudin selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
11) Shodiqin selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
12) Muhsin selaku Masyarakat Desa Pakumbulan;
13) Kulyak selaku Masyarakat Desa Pakumbulan.

b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh
gambaran faktual mengenai peristiwayang diteliti.>* Dalam pendlitianini,

observas dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan akad nikah

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D, Bandung: Alfabeta, 2018,
him. 231.
2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana, 2017, him. 118.
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antara Muhammad Izul Hag bin H. Moh. Syu'bi Anwar dan Nurul Qolbi
Briliyani binti Ahmad Asyikin, yang dilangsungkan pada hari Jumat, 27
Maret 2026, pukul 07.00 WIB, bertempat di kediaman pengantin di Desa
Simbang Wetan, Kecamatan Buaran. Observasi ini dilakukan untuk
mengamati secara langsung pelaksanaan akad nikah yang tidak dihadiri
oleh Pegawal Pencatat Nikah (PPN) maupun Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah (PPPN).

c. Dokumentass merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan dan mempelgari. dokumen atau arsip yang berkaitan
dengan objek peneljtian.?® Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan
dengan mengumpulkan dokumen resmi- berupa data pegawai KUA
Kecamatan Buaran, data register nikah, data para Modin Kecamatan
Buaran, sertafoto kegiatan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Buaran.

6. Teknik Analisis Data

Anaisis data daam penelitian ini menggunakan model analisis
interaktif Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis data kualitatif yang
dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung secara interaktif sgak
proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dalam model ini,
proses analisis dataterdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi.?®

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap
sebagal berikut:

a. Pengumpulan Data, Pengumpulan data merupakan tahap awa dalam
proses analisis data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi
yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran,

% Lexy J. Moleong, Metodologi Pendlitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019,
him. 216.

% Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldafia, Qualitative DataAnalysis:
A Methods Sourcebook, 3rd ed. (California: SAGE Publications, 2014), him. 14.
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khususnya terkait kehadiran atau ketidakhadiran Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN).

b. Reduks data, merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan
pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang
diperoleh dari lapangan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan tema
penelitian mengenal ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam pelaksanaan
akad nikah.

c. Penyajian data, Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara
sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan
dianalisis. Data yang telah direduksi disgjikan untuk menggambarkan
praktik pelaksanaan akad nikah serta kesesuaiannya dengan ketentuan
hukum yang'berlaku.

d. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yaitu
proses interpretas terhadap data dan bahan hukum yang telah dianalisis
untuk menjawab rumusan masal ah penélitian. Padatahap ini, hasil analisis
dikaitkan dengan teori kepastian hukum sebagai landasan teoretis serta
ketentuan = peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya
Peraturan_Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, guna memperoleh
pemahaman yang sistematis mengenal implikas ketidakhadiran Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN)
dalam pel aksanaan akad nikah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Skrips ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran menyeluruh mengenai arah dan struktur penulisan skripsi agar
pembahasannya teratur, logis, dan mudah dipahami. Sistematika ini disusun
secara sistematis berdasarkan urutan bab yang menggambarkan proses berpikir
ilmiah penulis mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan akhir.?’

Secara umum, skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika sebagai
berikut:

27 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta:
Kencana, 2017), him. 45.
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BAB | : Pendahuluan

Bab ini beris uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang
relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini penulis
menjelaskan aasan dilakukannya penelitian mengenai ketidakhadiran Pegawal
Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam
pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran serta pentingnya kajian tersebut
dalam konteks kepastian hukum dan implementasi Peraturan Menteri Agama
Nomor 30 Tahun 2024 sebagal regulasi yang mengatur pencatatan pernikahan.
BAB |l : Landasan Teoretis Tentang Teori Kepastian Hukum Jan Michiel
Otto dan Ketentuan.Akad Nikah dalam Regulasi Perundang-Undangan

Bab ini memaparkan landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar
analisis dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan teori kepastian hukum
menurut Jan Michiel Otto, termasuk konsep dasar kepastian hukum dalam sistem
hukum dan kedudukannya dalam menjamin tertib hukum serta perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat. Selanjutnya, bab ini menguraikan kerangka
hukum perkawinan di Indonesiayang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024
tentang Pencatatan Pernikahan sebagai regulasi yang mengaiur pelaksanaan dan
pencatatan akad nikah.

Bab ini menjadi dasar konseptual untuk menganalisis ketidakhadiran
Pegawal Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN)
dalam pelaksanaan akad nikah ditinjau dari aspek kepastian hukum dan
implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 1l : Gambaran Umum Implementas Pelaksanaan Akad Nikah di
Kecamatan Buaran

Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai ketidakhadiran Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam
pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran. Pada bagian ini disgjikan data
dan temuan terkait mekanisme pelaksanaan akad nikah, prosedur pencatatan
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pernikahan, serta kondisi faktual yang terjadi di lapangan berkaitan dengan
kehadiran atau ketidakhadiran PPN/PPPN.

Bab ini hanya berisi penygjian data dan deskripsi hasil penelitian secara
sistematis tanpa melakukan analisis teoritis, yang selanjutnya akan dibahas
secara mendalam pada Bab V.

BAB IV : Analisis Kepastian Hukum Terhadap | mplementass PMA No. 30
Tahun 2024 Terkait Ketidakhadiran PPN atau PPPN dalam Pelaksanaan
Akad Nikah di Kecamatan Buaran

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis terhadap hasil
penelitian mengenal ketidakhadiran “Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) dalam pelaksanaan akad nikah di
Kecamatan Buaran. Data dan temuan yang tel ah disgjikan padaBab |11 dianalisis
dengan menggunakan teori kepastian hukum yang nyata (real legal certainty)
Jan Michiel Otto sebagal landasan teoretis untuk menilai kesesuaian praktik di
lapangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

Pembahasan difokuskan pada implikas ketidakhadiran PPN/PPPN
terhadap tertib administrasi pencatatan pernikahan, kepatuhan terhadap regul asi
yang berlaku, serta jaminan kepastian hukum_ bagi para pihak yang
mel angsungkan perkawinan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil sintesis dari seluruh
pembahasan penelitian, serta saran-saran yang diajukan penulis kepada instansi
terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawa Pencatat Nikah
(PPN), dan pihak-pihak yang berkepentingan, agar pelaksanaan akad nikah dan
pencatatannya dapat berjalan lebih tertib serta memberikan jaminan kepastian
hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun

2024 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat
ditarik dua kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Ketidakhadiran PPN dalam
pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Buaran berlangsung melalui mekanisme
pendelegasian kepada modin desa yang bersifat terstruktur dan berulang, di
mana modin turut menjalankan fungsi substantif berupa pengawasan ijab kabul
dan pemanduan penandatanganan dokumen resmi negara, suatu kewenangan
yang seharusnyaeksklusif milik PPN. Praktik ini menyimpang dari Pasal 17 ayat
(1) dan Pasa 20 ayat (2) PMA Nomor 30 Tahun 2024, bahkan disertai
penyesuaian waktu pencatatan dalam buku nikah agar tidak sesual waktu akad
sebenarnya. Penyimpangan tersebut didorong oleh empat faktor yang saling
berkelindan, yaitu kesalahpahaman masyarakat mengenai sifat biaya pencatatan
nikah luar kantor, kebiasaan adat yang memusatkan akad nikah pada rentang
waktu tertentu, lonjakan volume pernikahan pada bulan-bulan tertentu, serta
keterbatasan jumlah PPN yang diperparah oleh ambiguitas regulasi perhitungan
kebutuhan PPN antara PMA Nomor 11 Tahun 2020 dan KMA Nomor 748 Tahun
2025.

Kedua, Berdasarkan lima unsur kumulatif kepastian hukum yang nyata
(real legal certainty)' Jan Michiel Otto, ditemukan bahwa unsur pertama
(kgelasan, konsistensi, dan kemudahan akses aturan hukum), unsur kedua
(konsistensi penerapan oleh instansi pemerintah), dan unsur ketiga (kepatuhan
dan persetujuan mayoritas warga negara) sama-sama tidak terpenuhi, masing-
masing akibat disharmoni regulasi teknis, praktik pendelegasian yang struktural
disertai manipulasi datapencatatan, serta penerimaan masyarakat yang lahir dari
ketidaktahuan dan kesalahpahaman, bukan persetujuan terhadap norma yang
sesungguhnya berlaku. Adapun unsur keempat (independensi hakim) dan unsur
kelima (keterlaksanaan putusan) belum dapat diuji secara empiris karena belum
ada sengketa konkret, namun tidak terpenuhinyatiga unsur pertama sudah cukup
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menyimpulkan bahwa implementas PMA Nomor 30 Tahun 2024 di Kecamatan
Buaran belum memberikan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran kepada pihak-
pihak berikut:
1. Kementerian Agama Republik Indonesia
Kementerian Agama perlu memperjelas regulas perhitungan
kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, khususnya menyel esaikan tumpang
tindih ambang batas tipologi KUA antara PMA Nomor 11 Tahun 2020 dan
KMA Nomor 748 Tahun 2025 yang mengatur objek sama tanpa kejelasan
status hukum salah satunya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap
sistem tipologi KUA agar turut mempertimbangkan polalonjakan pernikahan
musiman, bukan hanya rata-rata jumlah peristiva nikah per tahun,
sebagaimana ditemukan di Kecamatan Buaran yang mengalami lonjakan
pada bulan Syawal dan Dzulhijjah. Kementerian Agama perlu menerbitkan
regulas yang mengatur mekanisme penugasan PPN lintas kecamatan,
sehingga Kepala KUA yang wilayahnya mengalami lonjakan pernikahan
musiman.dapat._mengajukan permohonan resmi_kepada KUA kecamatan
tetangga untuk menugaskan PPN-nya membantu pel aksanaan akad nikah.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Buar an
KUA Kecamatan Buaran perlu melakukan sosialisas aktif mengenal
ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024 kepada masyarakat melalui jalur
Modin desa sebagai agen sosialisas yang paling dekat dengan masyarakat,
serta melakukan upaya penjadwalan akad nikah yang lebih tertib dan
terkoordinasi khususnya pada bulan-bulan dengan lonjakan pernikahan yang
tinggi.
3. Masyarakat Kecamatan Buaran
Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukumnya mengenal
pentingnya kehadiran langsung PPN dalam pelaksanaan akad nikah, serta
bersedia berkoordinasi dengan pihak KUA dalam penjadwalan akad nikah
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agar tidak terjadi penumpukan jadwa yang menyulitkan PPN untuk hadir
secaralangsung.
. Pendliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah
penelitian, misalnya pada tingkat kabupaten/kota, guna menguji apakah pola
ketidakhadiran PPN dan disharmoni regulasi perhitungan kebutuhan PPN
yang ditemukan di Kecamatan Buaran juga terjadi di KUA lain dengan
karakteristik serupa, serta mengkaji secara khusus implikasi yuridis
ketidakhadiran PPN terhadap status hukum anak dan hak waris melalui kasus-
kasus konkret yang telahbergulir ke Pengadilan Agama, mengingat penelitian

ini belum menemukan data empiris sengketayang telah diputus.
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